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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 
Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 di 
Provinsi Jambi merupakan bagian integral dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan 
Hidup (BPDLH) dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung pendanaan berbasis 
kinerja (Result-Based Payment/ RBP) berjalan sesuai prinsip perlindungan lingkungan dan sosial 
yang akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi 
Jambi dengan dukungan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara (Lemtara), mengacu 
pada kerangka Environmental and Social Management System (ESMS) BPDLH serta regulasi 
nasional yang berlaku. 
 
Selama periode pelaporan Oktober 2024 hingga Desember 2025, implementasi safeguard 
menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap prinsip-prinsip safeguard BPDLH (ISP 1–ISP 
12), khususnya pada aspek kepatuhan hukum, tata kelola kelembagaan, pengelolaan risiko 
lingkungan dan sosial, serta pelibatan pemangku kepentingan. Seluruh tahapan program—mulai 
dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan—didukung oleh landasan hukum yang kuat, 
termasuk SK alokasi RBP REDD+, regulasi REDD+ nasional, SOP program, serta berbagai 
dokumen legal seperti SK tim kerja, perjanjian kerja sama, dan dokumen perizinan lingkungan 
(SPPL) yang memastikan legitimasi dan akuntabilitas kegiatan. 
 
Dari sisi kelembagaan, sistem safeguard diperkuat melalui keberadaan struktur pengelolaan yang 
jelas, termasuk penunjukan Lemtara, pembentukan tim pelaksana, serta penempatan staf khusus 
safeguard di tingkat nasional dan provinsi. Mekanisme ini memungkinkan fungsi monitoring, 
verifikasi, dan pelaporan berjalan secara sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, 
kegiatan monitoring dan penguatan kapasitas oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Lemtara 
berkontribusi signifikan dalam meningkatkan pemahaman penerima manfaat terhadap standar 
safeguard dan akuntabilitas program. 
 
Dalam aspek sosial, program telah menerapkan prinsip partisipasi dan inklusi melalui pelaksanaan 
FPIC yang terdokumentasi, serta pelibatan aktif masyarakat, pemerintah desa, dan kelompok 
penerima manfaat dalam seluruh tahapan kegiatan. Tidak terdapat indikasi pembebasan lahan 
atau relokasi paksa, karena seluruh kegiatan berbasis persetujuan sukarela, termasuk melalui 
dokumen pernyataan komitmen pemanfaatan lahan. Program juga mendorong keterbukaan 
informasi melalui sosialisasi, koordinasi, serta publikasi kegiatan, meskipun masih terdapat 
tantangan dalam optimalisasi dokumentasi dan publikasi di kanal resmi pemerintah. 
 
Dari sisi lingkungan, kegiatan program telah mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui 
pemenuhan perizinan lingkungan, keberadaan dokumen perencanaan teknis (Rantek) 
memastikan bahwa seluruh intervensi dilakukan secara terencana, sesuai kaidah teknis, dan 
mendukung keberlanjutan ekosistem. Dalam aspek ketenagakerjaan dan keselamatan kerja, 
program telah menerapkan standar K3 melalui penggunaan SOP patroli, pelaksanaan safety 
briefing, serta penggunaan perlengkapan keselamatan seperti sepatu lapangan. Selama periode 
pelaporan, tidak terdapat laporan kecelakaan kerja, yang menunjukkan efektivitas penerapan 
sistem keselamatan kerja. 
 
Namun demikian, beberapa tantangan masih dihadapi, antara lain belum optimalnya konsistensi 
dokumentasi (terutama pada short briefing dan pengelolaan limbah), keterbatasan publikasi 
kegiatan di kanal resmi, serta masih perlunya peningkatan partisipasi perempuan yang saat ini 
berada pada kisaran 27% dari total peserta kegiatan. Selain itu, sebagian dokumen legalitas 
kelompok dan lokasi program masih dalam proses pengumpulan dan akan dilengkapi pada periode 
berikutnya. 
 
.  
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PENDAHULUAN 
 
Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 
merupakan komitmen BPDLH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang didukung 
pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara konsisten. Sebagai 
Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDLH menghimpun, mengelola, dan 
menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-Based 
Payment/RBP) REDD+.  
 
Untuk menjamin bahwa implementasi REDD+ menghasilkan manfaat iklim sekaligus menjaga 
kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDLH mengembangkan dan menerapkan 
Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management 
System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan. Dimana panduan ESMS ini menjadi 
standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan pendanaan 
BPDLH, termasuk pelaksana RBP REDD+ GCF di tingkat provinsi.  
 
Melalui standar ini, Program RBP REDD+ GCF Output 2 memastikan bahwa seluruh kegiatan di 
Provinsi Jambimemenuhi prinsip perlindungan BPDLH, mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan 
pemangku kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, 
kesetaraan gender, hingga berfungsinya mekanisme keluhan. Penerapan ini menjamin bahwa 
implementasi program berlangsung akuntabel, transparan, inklusif, dan mendukung pemulihan 
ekosistem hutan. 
 
Laporan Kepatuhan Safeguard ini disusun sebagai bagian dari kewajiban pelaporan kepada 
BPDLH untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan program dilaksanakan sesuai dengan prinsip 
perlindungan lingkungan dan sosial. Pelaporan ini mencakup penilaian risiko, penerapan langkah 
mitigasi, serta pemantauan terhadap dampak sosial dan lingkungan selama periode implementasi. 
Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Jambi 
memastikan bahwa seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga 
pelaporan mematuhi standar ISP BPDLH. 
 
 
 

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH 
 

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022 
Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada 
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup 

2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH 
 
 
 

TUJUAN 
 
Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh 
potensi risiko lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, 
diminimalkan, dan dikelola secara efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan 
untuk mencegah dampak negatif, melindungi masyarakat termasuk kelompok rentan dan 
masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan aman, akuntabel, dan 
berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah daerah dan 
masyarakat di Provinsi Jambi.
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KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDLH 
 
 
Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDLH, 
yang secara spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Jambi Tahun 2024-2025: 

ISP Deskripsi Kepatuhan 

ISP 1.  
Kepatuhan 
Terhadap Hukum 
dan Akuntabilitas 

1. Dasar kebijakan/landasan pelaksanaan/implementasi Program RBP 
REDD+ di Provinsi Jambi, sebagai bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 
tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas  

Dasar Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi 
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan 
Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS 
BPDLH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga 
pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang 
diterbitkan oleh LH/K dan BPDLH, Berikut adalah dasar kebijakan/landasan 
pelaksanaan/implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Jambi, sebagai 
bentuk kepatuhan terhadap ISP 1 tentang kepatuhan hukum dan akuntabilitas: 
	

a) SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana 
Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 
Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result 
based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada 
tanggal 23 Desember 2023.	

					 	
Sebagai landasan pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi, 
mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan 
Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 – 2016 Green 
Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II “Result based payment for 
verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23 Desember 2023, 
yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang lingkup 
pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata cara 
pelaporan pertanggungjawaban kepada BPDLH. Seluruh entitas pelaksana di 
Provinsi Jambi diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen 
kerja, verifikasi kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme 
pencairan, safeguard dan ketentuan audit. 
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ISP Deskripsi Kepatuhan 

b) Permen LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+, Role of 
Conservation, Sustainable of Forest and Enhancement of Forest Carbon 
Stock 

Dasar pelaksanaan program RBP 
REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi 
merujuk pada  Peraturan Menteri LHK 

P.70/MENLHK/SETJEN/ 
KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara 
Pelaksanaan REDD+, Regulasi ini 
menetapkan kerangka nasional yang 
mengatur bagaimana pemerintah dan 
para pihak merencanakan, 
melaksanakan, melaporkan, serta 
memverifikasi kegiatan penurunan 
emisi di sektor kehutanan. Dengan 
merujuk langsung pada peraturan 
tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi 
menjalankan program secara 
terstandar, terukur, dan selaras dengan 
pedoman nasional REDD+, sehingga 
seluruh intervensi di tingkat Provinsi 
Jambi berada dalam satu kerangka 
sistem yang konsisten secara 
metodologis maupun kelembagaan. 
 

c) Peraturan Gubernur Jambi Jambi No.32.A Tahun 2012 
352/Kep.Gub/Setda.Ekbang&SDA -4.2/2013 tentang Strategi dan 
Rencana Aksi Provinsi REDD+ tahun 2012 – 2032 (Dokumen Kaji Ulang 
SRAP REDD+  Provinsi Jambi Tahun 2012 - 2032) 

      
Implementasi Program RBP REDD+ di Provinsi Jambi sejalan dengan Peraturan 
Gubernur Jambi No.32.A Tahun 2012 352/Kep.Gub/Setda.Ekbang&SDA -4.2/2013 
tentang Strategi dan Rencana Aksi Provinsi REDD+ tahun 2012 – 2032 secara 
tegas menetapkan program ini sebagai salah satu upaya utama untuk mencapai 
target penurunan emisi sub-nasional hingga 2030. Keselarasan ini menunjukkan 
adanya kerangka kebijakan daerah yang kuat dan terkoordinasi dengan inisiatif 
global REDD+, yang menekankan pencegahan deforestasi dan degradasi hutan 
sebagai strategi kunci pengurangan emisi.  
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ISP Deskripsi Kepatuhan 

2. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+ 
Green Climate Fund (GCF) Output 2 dan Pedoman ESMS Yayasan 
Penabulu 2021 serta Pemodam Sistem Manajemen Lingkungan dan 
Sosial BPDLH.	
	

			 	
 

Lembaga Perantara (Lemtara) 
menyusun Standar Operasional 
Prosedur (SOP) sebagai pedoman 
teknis pelaksanaan Program RBP 
REDD+ GCF Output 2. SOP ini 
disepakati bersama Pemerintah 
Provinsi Jambi untuk memastikan 
keselarasan tata kelola, kejelasan 
alur kerja, dan kepastian prosedur 
pada seluruh tahapan implementasi, 
serta disusun dengan mengacu pada 
Peraturan Menteri Keuangan No. 
124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara 
Pengelolaan Dana Lingkungan 
Hidup. 
 
Dokumen SOP ini menjadi acuan 
bagi Lemtara dan Entitas Penerima 
Manfaat dalam mengelola dan 
mengadministrasikan dana proyek 
secara tertib, transparan, dan 
akuntabel. SOP mengatur tata kelola 
proyek, mekanisme penyaluran 
dana, pengelolaan kegiatan, 
koordinasi, serta persyaratan 
administratif yang wajib dipenuhi 
dalam pelaksanaan program. 

 
Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada 
Pedoman BPDLH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDLH No. 03/BPDLH/2022 
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial 
(Safeguards). 
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ISP Deskripsi Kepatuhan 

3. Legalitas Penunjukan Penabulu sebagai Lembaga Perantara Pemprov 
Jambi (Penunjukan Lemtara dan Perjanjian Kerjasama) 

     
 
Penunjukan Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara oleh Pemerintah 
Provinsi Jambi merupakan bentuk nyata kepatuhan terhadap kerangka hukum dan 
tata kelola yang berlaku. Penunjukan tersebut dilakukan secara resmi melalui 
mekanisme yang sah, didukung oleh dokumen legal berupa surat penunjukan 
Lembaga Perantara (Lemtara) serta dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama 
(PKS) antara para pihak. 
 
Proses ini memastikan bahwa seluruh peran, tanggung jawab, serta kewenangan 
Yayasan Penabulu sebagai Lembaga Perantara memiliki dasar hukum yang jelas, 
transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, keberadaan PKS juga 
mengatur secara rinci aspek implementasi program, pengelolaan dana, mekanisme 
pelaporan, serta pengawasan, sehingga memperkuat prinsip akuntabilitas dalam 
pelaksanaan kegiatan. 
 

4. Dokumen legal dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov Jambi 
dalam mendukung Implementasi Program (Bagian dari dasar legal 
pelaksanaan kegiatan seperti SK Tim Kerja dan penetapan wilayah kerja RBP 
REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi) 

 
Sebagai bentuk dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima 
manfaat, Pemerintah Provinsi Jambi telah menerbitkan beberapa Surat 
Keputusan (SK) yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk dukungan resmi 
terhadap implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen 
ini berfungsi sebagai instrumen penetapan kelompok kerja, lemtara dan penetapan 
lokasi kegiatan di tingkat tapak, sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas 
program berjalan dalam kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah. 
 
Penerbitan SK ini sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Jambi 
dalam memberikan legitimasi administratif terhadap pelaksanaan kegiatan, 
memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta menjamin bahwa setiap intervensi 
program telah memperoleh persetujuan formal sebelum dijalankan. Dengan 
adanya dokumen-dokumen tersebut, pelaksanaan kegiatan di lapangan memiliki 
kejelasan struktur organisasi, mandat pelaksana, serta penetapan area kerja yang 
sah, sehingga meminimalkan risiko administratif maupun sosial-lingkungan selama 
implementasi program. 
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ISP Deskripsi Kepatuhan 

a) SK Gubernur Pembentukan Komite Pengarah Teknis Provinsi dan Sub 
Nasional Penyelenggara Program RBP REDD+ GCF Output 2, mencakup 
didalamnya  Bidang Kerangka Pengamanan Sosial dan Lingkungan atau 
Safeguard  

   
 

b) SK Kepala Dinas Kehutanan tentang Pelaksanaan Teknis Kegiatan 
REDD+ GCF Output 2 Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 2024 -
2025 

    
c) SK Kepala Dinas Kehutanan tentang Penunjukan Tenaga Administrasi 

Kegiatan REDD+ GCF Output 2 Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Jambi 
2024 -2025 
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ISP Deskripsi Kepatuhan 

    
 

5. Dokumen SPPL 
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ISP Deskripsi Kepatuhan 
Pelaksanaan kegiatan dalam program ini telah memenuhi kewajiban perizinan 
lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, 
khususnya melalui penyusunan dan kepemilikan Surat Pernyataan Kesanggupan 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). SPPL merupakan 
dokumen legal yang diwajibkan bagi kegiatan dengan tingkat risiko rendah 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
 
Kepemilikan SPPL menunjukkan bahwa kegiatan telah melalui proses identifikasi 
dampak lingkungan secara proporsional sesuai tingkat risikonya, serta menyatakan 
komitmen pelaksana kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan 
lingkungan hidup secara bertanggung jawab. Dokumen ini sekaligus menjadi bukti 
bahwa kegiatan telah memenuhi kewajiban administratif dalam sistem perizinan 
lingkungan yang berlaku di Indonesia. 
 
Dengan demikian, keberadaan SPPL tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap 
aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip kehati-
hatian (precautionary principle) dan pengelolaan dampak lingkungan secara 
berkelanjutan. Hal ini memperkuat pemenuhan prinsip Kepatuhan terhadap Hukum 
dan Akuntabilitas dalam kerangka safeguard BPDLH. 
 

6. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDLH baik di tingkat 
Nasional dan Provinsi Jambi 

Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan 
penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung, 
verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh 
persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.  
 
Di Provinsi Jambi, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat 
nasional untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard selama 
implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. Staf Safeguard di tingkat 
nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian prosedur, 
dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi. 1 Staff Safeguard tingkat Provinsi 
melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen dan memastikan setiap 
mov kegiatan safeguard terdokumentasi. 
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ISP Deskripsi Kepatuhan 

7. Berita Acara FPIC di Desa-Desa yang Masuk di Wilayah Kerja 7 KPH dan 
1 Tahura 

   

Proses FPIC dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan inklusif, dengan 
memastikan bahwa masyarakat memperoleh informasi yang memadai, diberikan 
waktu yang cukup untuk mempertimbangkan, serta memiliki kebebasan dalam 
menyampaikan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang direncanakan. 
Sebagai bentuk legalitas dan akuntabilitas, seluruh proses FPIC tersebut 
didokumentasikan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh perwakilan 
masyarakat, pemerintah desa, serta pihak pelaksana program. Dokumen ini 
menjadi bukti formal bahwa proses konsultasi publik telah dilakukan sesuai dengan 
prinsip-prinsip yang berlaku, serta bahwa kegiatan memperoleh persetujuan dari 
masyarakat terdampak secara sah dan terdokumentasi. 
 
Keberadaan Berita Acara FPIC juga memastikan adanya rekam jejak (audit trail) 
yang dapat diverifikasi, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam 
pengambilan keputusan di tingkat tapak. Selain itu, proses ini berkontribusi pada 
pencegahan potensi konflik sosial, khususnya terkait akses dan pemanfaatan 
sumber daya alam di wilayah kerja KPH dan Tahura. 
 

8. Dokumen Persetujuan/Perijinan Pelaksanaan Kegiatan dari 
Entitas/Penerima Manfaat Provinsi Jambi (Contoh Dokumen ToR, Nota 
Dinas, Surat Tugas dan/atau Undangan merupakan bagian dari bentuk 
dokumen persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima manfaat) 

 
Entitas pelaksana Pemerintah Provinsi Jambi memastikan bahwa setiap kegiatan 
Program RBP REDD+ GCF Output 2 didukung oleh dokumen persetujuan dan 
perizinan yang sah. ToR, undangan, dan surat tugas disusun sebelum kegiatan 
sebagai bentuk persetujuan resmi dari instansi berwenang. Ketiga dokumen ini 
menjadi dasar legal pelaksanaan kegiatan di lapangan karena memuat mandat, 
ruang lingkup tugas, lokasi, serta pihak yang bertanggung jawab.  
 
Setelah kegiatan dilaksanakan, laporan kegiatan dan/atau surat perintah 
perjalanan dinas (SPPD) serta nota dinas/laporan pertanggungjawaban keuangan 
disusun sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan untuk memastikan bukti 
pelaksanaan, pertanggungjawaban anggaran, dan kepatuhan prosedural. 
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ISP Deskripsi Kepatuhan 

    

   
 

Melalui penerbitan dokumen sebelum dan setelah kegiatan, seluruh aktivitas 
program dipastikan memiliki persetujuan administratif, berada dalam koridor 
kewenangan pemerintah daerah dan lembaga terkait, serta memenuhi prinsip 
akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai standar ISP 1. Rangkaian dokumen 
tersebut juga menjadi bukti kepatuhan terhadap prosedur internal lembaga 
sekaligus menjamin bahwa koordinasi, pelibatan pemangku kepentingan, dan 
pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah. 
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ISP Deskripsi Kepatuhan 

9. SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penunjukan Tim Pelaksana 
Penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Jambi 2025 -2029 
 

    
 
Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan Surat Keputusan (SK) Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup tentang penunjukan Tim Pelaksana Penyusunan Kajian 
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk dokumen RPJMD Provinsi Jambi 
2025–2029. Penetapan tim ini merupakan langkah formal yang memastikan bahwa 
proses integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen 
perencanaan daerah dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 
KLHS merupakan instrumen wajib dalam penyusunan rencana pembangunan 
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diperkuat dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS. 
Dengan adanya SK tersebut, terdapat kejelasan mandat, peran, dan tanggung 
jawab para pihak yang terlibat dalam penyusunan KLHS, termasuk dalam 
memastikan kualitas analisis, partisipasi pemangku kepentingan, serta integrasi 
hasil KLHS ke dalam RPJMD. 
 
Penetapan Tim Pelaksana melalui SK juga mencerminkan adanya mekanisme 
kelembagaan yang akuntabel dan terdokumentasi, sehingga seluruh proses 
penyusunan KLHS dapat ditelusuri (traceable) dan dipertanggungjawabkan. Hal ini 
menjadi penting dalam menjamin bahwa aspek lingkungan hidup telah 
dipertimbangkan secara memadai dalam perencanaan pembangunan daerah 
 
10. Dokumen legalitas wilayah kelola KPH, Tahura, Ijin Perhutanan Sosial,  

Proklim dan MPA (kelompok masyarakat/lokasi target program merupakan 
kelompok/lokasi yang memiliki legalitas sesuai hukum dan perundang-
undangan) 
 

Dokumen legalitas kelompok atau lokasi target program merupakan bukti bahwa 
kelompok masyarakat yang terlibat dan mendapatkan manfaat dalam kegiatan 
berada dalam status kelembagaan yang sah dan diakui secara hukum. Legalitas ini 
menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 
untuk memastikan bahwa penerima manfaat/kelompok dan lokasi intervensi 
memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 
 
Dengan legalitas yang lengkap, program dapat memastikan bahwa seluruh 
intervensi dilakukan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi syarat administratif, 
meminimalkan potensi sengketa, serta mendukung akuntabilitas dan kepatuhan 
terhadap ISP 1. Berikut adalah contoh legalitas penerima manfaat dan lokasi 
kegiatan periode 2024- 2025: 
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a) Dokumen Perijinan Perhutanan Sosial  

 
Perijinan IUPHKM Gapoktan Muara Kilis Bersatu (Desa Muara Kilis) 

   
 
 
Perijinan IUPHHK-HTR Koperasi Alam Sumber Sejahtera (Desa Sengkati Baru) 
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Perijinan HKM Sungai Duo (Desa Muara Sekalo) 

   
 
 
Perijinan HKM Makarti Mulyo (Desa Suka Maju) 
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Perijinan IUPHKm Karisma Tani  

    
 
 

b) SK Kelompok PROKLIM yang menjadi penerima manfaat kegiatan 
program kampung iklim  
 

SK masih dalam proses pengumpulan oleh DLH Prov Jambi, SK ini akan 
dilaporkan di tahun 2026 

 
 

c) SK Kepala Dinas Kehutanan - Pembentukan Kelompok Usaha 
Perhutanan Sosial (KUPS) Sungai Siput pada Gapoktan Muara Kilis 
Bersatu (penerima manfaat dalam kegiatan RHL) 

 

   
 



 

 19 

ISP Deskripsi Kepatuhan 
d) SK Kepala Desa - Penetapan Kelompok Masyarakat Peduli API 

(KMPA) yang menjadi penerima manfaat kegiatan 
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Sebagian dokumen Surat Keputusan (SK) perizinan Perhutanan Sosial, KUPS, 
KMPA dan Proklim saat ini masih dalam proses pengumpulan. Upaya 
pengumpulan dan verifikasi terus dilakukan secara aktif oleh OPD terkait dan UPTD 
Kehutanan guna memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen. 
 
Dokumen SK yang belum tersedia pada tahap pelaporan ini akan dilengkapi dan 
disampaikan pada periode pelaporan berikutnya sebagai bagian dari komitmen 
terhadap pemenuhan aspek legalitas dan akuntabilitas program. 
 

11. Dokumen rancangan teknis (Rantek) kegiatan Rehabilitasi Hutan dan 
Lahan (Tahura, KPH Tebo Barat Unit IX, KPHP Tebo Timur Unit X, KPHP Unit 
XI dan XII batanghari 

Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) berfungsi sebagai dokumen legal yang 
menetapkan dasar perencanaan, metode kerja, spesifikasi teknis, serta lokasi 
intervensi, sehingga seluruh proses rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) berjalan 
sesuai rancangan yang telah disetujui. Dengan mengacu pada Rantek, setiap tahap 
pelaksanaan mulai dari persiapan lahan, pemilihan jenis tanaman, hingga strategi 
pemeliharaan dilakukan dalam koridor ketentuan perundangan dan pedoman 
teknis yang berlaku. 
 
Berikut adalah dokumen rantek RHL yang telah disusun: 
 

a) Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Rehabiltasi Hutan dan Lahan 
Pengayaan pada Hutan Produksi di Wilayah UPTD KPHP Tebo Barat Unit 
IX Tahun 2025 (Desa Muara Sekalo) 
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b) Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Penanaman Agroforestry 
di KPHP Tebo Timur Unit X Tahun 2025 (Desa Muara Kilis) 

 

 
 

c) Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Rehabilitasi Hutan KPHP 
Unit XI dan XII batanghari Tahun 2025 (Desa Mersam) 
 

   
 

d) Dokumen Rancangan Teknis (Rantek) Kegiatan Revegetasi Pemeliharaan 
Area Gambut Bekas Terbakar UPTD Tahura Orang Kayo Hitam Tahun 
2024 (Kelurahan Tanjung) 
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e) Dokumen Rancangan teknis (Rantek) Kegiatan RHL Area terbakar wilayah 
UPTD KPHP Muaro Jambi Unit XIII (Sungai Gelam) 

 
 

f) Dokumen Rancangan teknis (Rantek) Kegiatan Reboisasi Pola 
Agroforestry wilayah UPTD KPHP Kerinci Unit I (Sungai Rotan, Sumber 
Makmur, Pematang Panjang, Jaya Bersama dan Alam Batuah) 

 



 

 23 

ISP Deskripsi Kepatuhan 
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12. Dokumentasi Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas Penerima Manfaat 
tentang Pelaksanaan dan Monitoring Safeguard BPDLH yang lead oleh 
Dinas Lingkungan Hidup dan Lemtara 

 

 

Sebagai bagian dari penguatan kapasitas penerima manfaat, pelaksanaan 
monitoring safeguard dilakukan secara aktif oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama 
Lembaga Perantara (Lemtara). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa 
seluruh tahapan implementasi program telah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, prosedur administratif, serta standar safeguard dan tata 
kelola yang berlaku. 
 
Proses monitoring dilakukan melalui verifikasi dokumen, peninjauan lapangan, 
serta pendampingan teknis kepada penerima manfaat dalam pemenuhan aspek 
legalitas dan akuntabilitas program. Hal ini mencakup pemeriksaan kelengkapan 
dokumen seperti Surat Keputusan, perjanjian kerja sama, berita acara, 
dokumentasi serta dokumen persetujuan lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan 
kegiatan. 
 
Kegiatan juga berperan sebagai sarana sosialisasi dan peningkatan kapasitas, di 
mana penerima manfaat memperoleh pemahaman yang lebih baik terkait standar 
safeguard BPDLH, mekanisme pelaporan, serta pentingnya dokumentasi yang 
akuntabel dan dapat ditelusuri (traceable). Pendekatan ini mendorong penerima 
manfaat untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga 
menginternalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam pelaksanaan kegiatan. 
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ISP 2.  
Ketenagakerjaan 
dan Kondisi Kerja 

1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan 

        
SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti 
SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk 
memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja 
serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari 
pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan 
prosedur patroli, mencakup standar keselamatan, penggunaan APD, protokol 
komunikasi, langkah mitigasi risiko, dan prosedur evakuasi selama bertugas di 
lapangan. Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel 
patroli memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh 
perlindungan yang memadai. 
 
Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan 
kerja dalam kegiatan patroli. 
 

2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang 
berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli 
dan RHL 

Penerapan standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara konsisten di 
lapangan. Salah satu bentuk implementasi tersebut adalah pelaksanaan safety 
briefing (short briefing) sebelum kegiatan dimulai, yang bertujuan untuk 
memastikan seluruh personel memahami potensi risiko, prosedur kerja aman, serta 
langkah-langkah tanggap darurat selama kegiatan berlangsung. 
 
Selain itu, program juga memastikan penggunaan perlengkapan K3 yang relevan, 
khususnya sepatu boot/lapangan, oleh seluruh personel yang terlibat dalam 
kegiatan patroli dan RHL. Penggunaan sepatu boot menjadi langkah penting untuk 
melindungi pekerja dari risiko cedera di lapangan, seperti kondisi medan yang tidak 
rata, genangan air, maupun potensi bahaya lainnya selama pelaksanaan kegiatan. 
 
Seluruh kegiatan briefing keselamatan dan penggunaan sepatu boot/lapangan 
didokumentasikan sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan pengawasan K3, 
sehingga dapat diverifikasi dalam proses monitoring dan evaluasi. Dokumentasi ini 
juga menjadi bukti bahwa pelaksanaan kegiatan telah mengikuti standar 
operasional prosedur (SOP) yang berlaku serta mengedepankan perlindungan 
terhadap tenaga kerja. 
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a) Kegiatan patoli 
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b) Kegiatan RHL 
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3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas  (ToR 
rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi) 

Dalam proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang, 
Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan 
nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun 
dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan 
kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki, 
kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang 
tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi.  

 

 
Dalam proses rekrutmen khususnya Penabulu mencantumkan nilai-nilai dan 
komitment Yayasan Penabulu yaitu proses seleksi dan pengadaan yang adil, 
transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan tidak ada 
bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa, maupun 
pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+ GCF 
Output 2.  

Link contoh publikasi rekruitmen yang mendorong GEDSI, komitment safeguard 
dan non diskriminasi: https://penabulufoundation.org/staf-administrasi-program-
rbp-provinsi-jambi/ 

https://penabulufoundation.org/staf-administrasi-program-rbp-provinsi-jambi/
https://penabulufoundation.org/staf-administrasi-program-rbp-provinsi-jambi/
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ISP 3.  
Efisiensi Sumber 
Daya dan Menjaga 
Kualitas 
Lingkungan Hidup 

1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas 
pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan 
patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek. 

Pendokumentasian pengelolaan limbah dari kegiatan program masih menjadi 
tantangan dalam implementasi di lapangan. Meskipun praktik pengelolaan limbah 
telah dilakukan, dokumentasinya belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menjadi 
perhatian untuk perbaikan ke depan, guna memastikan seluruh proses pengelolaan 
limbah terdokumentasi dengan baik sebagai bagian dari pemenuhan standar 
safeguard dan akuntabilitas program. 
 

ISP 4. Kesehatan 
dan Keselamatan 
Masyarakat.  

1. Dokumentasi Short Briefing terkait Safety dan Tanggap Darurat, 
diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi, pengenalan alat APAR, 
penanganan darurat terkait medis  dll.  
 

Pendokumentasian kegiatan short briefing keselamatan masih menjadi tantangan 
dalam implementasi program. Meskipun sebagian praktik briefing telah dilakukan  
dokumentasinya belum dilakukan secara konsisten. Hal ini menjadi perhatian untuk 
perbaikan ke depan, guna memastikan seluruh proses K3 terdokumentasi dengan 
baik sebagai bagian dari pemenuhan standar safeguard dan akuntabilitas program. 
 

ISP 5. 
Pembebasan 
Lahan, Rencana 
Pemukiman 
Kembali dan 
Pembatasan 
Penggunaan Lahan 

1. Surat Pernyataan Pertanggung Jawaban Mutlak Bersedia Memeliharan 
dan Mempertahankan Hasil Penanaman RHL (dokumen peryataan ini 
sebagai bentuk komitment dan persetujuan penggunaan lahan, merawat dan 
mempertahankan bibit penanaman) 
 

Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam program ini telah 
memenuhi prinsip kepatuhan safeguard melalui penerapan Surat Pernyataan 
Pertanggungjawaban Mutlak dari pemilik atau pengelola lahan. Dokumen ini 
merupakan bentuk komitmen tertulis yang menyatakan kesediaan pihak terkait 
untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, termasuk memberikan persetujuan 
penggunaan lahan serta bertanggung jawab dalam memelihara dan 
mempertahankan hasil penanaman. 
 
Surat pernyataan tersebut menegaskan bahwa kegiatan RHL dilaksanakan atas 
dasar persetujuan sukarela, tanpa adanya unsur paksaan maupun pengalihan hak 
atas lahan. Selain itu, dokumen ini juga memperkuat komitmen jangka panjang 
dalam menjaga keberlanjutan hasil penanaman, sehingga manfaat ekologis dari 
kegiatan RHL dapat terpelihara secara optimal. 
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Dokumen ini memastikan adanya aspek legalitas, transparansi, dan akuntabilitas 
dalam pelaksanaan kegiatan di tingkat tapak, sekaligus menjadi bukti bahwa 
pemanfaatan lahan dilakukan secara sah dan disepakati oleh pemiliknya 
 

ISP 6. Konservasi 
Keanekaragaman 
Hayati dan 
Pengelolaan 
Sumber Daya Alam 
Hayati Yang 
Berkelanjutan 

1. Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan D3TLH  
 

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk RPJMD Provinsi Jambi 
sebagai instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan, rencana, dan program 
pembangunan daerah menerapkan prinsip ramah lingkungan, mencegah konflik, 
serta mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). 
 
Dokumen ini masih dalam penyusunan, akan dilaporkan di periode tahun 2026  

2.  Spesies Tanaman RHL Tidak Menggunakan Spesies Invasif  
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Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam program ini telah 
memenuhi prinsip konservasi keanekaragaman hayati melalui penggunaan spesies 
tanaman yang tidak bersifat invasif. Pemilihan jenis tanaman dilakukan secara 
selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian ekologi lokal, nilai konservasi, 
serta potensi mendukung pemulihan fungsi ekosistem secara berkelanjutan. 
 
Jenis tanaman yang digunakan merupakan spesies lokal atau spesies yang telah 
teruji tidak menimbulkan gangguan terhadap ekosistem setempat, sehingga tidak 
berpotensi mengancam keberadaan flora dan fauna asli. Pendekatan ini bertujuan 
untuk menghindari risiko dominasi spesies tertentu yang dapat mengganggu 
keseimbangan ekosistem, menurunkan keanekaragaman hayati, atau 
menyebabkan perubahan struktur dan fungsi habitat. 
 
Selain itu, proses seleksi spesies juga mengacu pada rekomendasi teknis dari 
instansi kehutanan dan praktik terbaik dalam kegiatan rehabilitasi lahan, sehingga 
memastikan bahwa kegiatan RHL tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi 
juga pada keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang 
 

ISP 7. 
Perlindungan dan 
Partisipasi/ 
Pelibatan 
Masyarakat Hukum 
Adat  

- 

ISP 8. 
Perlindungan 
Warisan Budaya  

- 

ISP 9. Komitmen 
Lingkungan dan 
Sosial Bagi 
Lembaga Penyalur  

- 

ISP 10. Pelibatan 
Para Pemangku 
Kepentingan dan 
Pengungkapan 
Informasi  

1. Dokumentasi Kegiatan Pelibatan Stakeholder dan atau Penerima 
Manfaat Tingkat Tapak 
 

 
Kegiatan sosialisasi, koordinasi dan konsultasi publik di desain program, 
merupakan bentuk  pemenuhan prinsip safeguard BPDLH terkait keterbukaan 
informasi proyek. Pelaksana program memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan 
dikomunikasikan secara terbuka kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi 
dan pertemuan koordinasi.  
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Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa, 
kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target 
program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan 
sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku 
kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan 
terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan. 
 

2. Daftar Analisis dan Pelibatan Stakeholder dalam implementasi kegiatan 

Daftar stakeholder yang telah dilibatkan secara rinci, disajikan pada Lampiran 1. 
Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam 
Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi 2025 
 

3. Publikasi Implementasi Program 

Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Jambi telah 
menghasilkan sejumlah publikasi sebagai bagian dari upaya transparansi dan 
penyebaran informasi kepada publik. Publikasi ini mencakup rilis kegiatan, 
dokumentasi aksi lapangan serta informasi terkait capaian program yang 
disampaikan melalui kanal komunikasi pemerintah daerah.  
 
Namun demikian, implementasi program masih menghadapi tantangan dalam 
aspek publikasi khususnya di kanal pemerintah baik media sosial/website, berbeda 
dengan rikis media online yang relatif baik. Tidak semua kegiatan terdokumentasi 
atau dipublikasikan secara optimal karena keterbatasan sumber daya, kapasitas 
dokumentasi, serta prioritas pelaksanaan di lapangan yang lebih berfokus pada 
pencapaian output teknis.   
 
Penguatan sistem dokumentasi, peningkatan kapasitas komunikasi, serta 
penjadwalan publikasi yang lebih terstruktur menjadi rekomendasi ke depan agar 
seluruh kegiatan program terdokumentasi dengan baik dan dapat memberikan 
pembelajaran publik terkait implementasi RBP REDD+ di Provinsi Jambi. 
 
Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar Publikasi Program RBP 
REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi 2025 

ISP 11. Risiko 
Perpindahan 
Karbon  

- 
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ISP 12. Kualitas 
Sosial Masyarakat, 
Pengarusutamaan 
Gender, 
Pemberdayaan 
Perempuan Dan 
Perlindungan 
Kelompok Rentan  

1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan 
 

 
 

 
 
Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses 
informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan 
keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan 
teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, Bimtek 
dan dukungan aksi di tingkat tapak) 
 
Selama periode 2024–2025, tercatat 802 perempuan terlibat dalam kegiatan 
program dibanding 3.012 laki-laki, sehingga tingkat partisipasi perempuan berada 
pada 27% dari total peserta. Meskipun pelibatan perempuan telah 
berjalan, proporsi ini menunjukkan masih rendahnya representasi perempuan, 
terutama pada kegiatan teknis lapangan yang umumnya didominasi oleh tenaga 
kerja laki-laki. 
 
Kondisi ini menunjukkan perlunya strategi afirmatif ke depan, seperti penjadwalan 
pelatihan yang ramah waktu perempuan, peningkatan kapasitas kepemimpinan 
perempuan, dan penyediaan ruang aman untuk mendorong partisipasi yang lebih 
inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam. 
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2. Rincian data terpilah gender periode impelementasi tahun 2024-2025: 

   

Nama Kegiatan Laki - Laki Perempuan 
Persentase 
Keterlibatan 
Perempuan 

1.1.1.1 36 16 44% 
1.1.1.2 24 6 25% 
1.1.1.3 116 23 20% 
1.1.2.1 144 20 14% 
1.1.2.2 142 18 13% 
1.1.2.3 91 22 24% 
1.1.2.4 97 16 16% 
1.1.2.5 142 13 9% 
1.1.2.6 243 35 14% 
1.1.2.7 97 0 0% 
1.1.2.8 11 0 0% 
1.1.2.9 25 0 0% 
1.1.2.10 60 0 0% 
1.1.2.11 36 1 3% 
1.1.2.12 48 8 17% 
1.1.2.13 170 0 0% 
1.1.2.14 204 30 15% 
1.1.5.1 98 47 48% 
1.2.1.2 30 0 0% 
1.2.2.1 31 1 3% 
1.2.2.5 63 29 46% 
1.2.2.6 3 0 0% 
1.2.4.1 26 4 15% 
1.2.5.1 12 0 0% 
1.2.5.2 16 9 56% 
1.2.5.3 114 25 22% 
1.2.5.4 23 7 30% 
1.2.5.5 52 28 54% 
1.2.5.7 128 22 17% 
1.2.5.8 101 22 22% 
1.2.6.1 0 1 100% 
1.2.7.1 44 4 9% 
2.1.1.1 7 3 43% 
2.1.2.1 3 1 33% 
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Nama Kegiatan Laki - Laki Perempuan 
Persentase 
Keterlibatan 
Perempuan 

2.1.3.1 40 45 113% 
3.1.1.1 15 7 47% 
3.1.2.1 2 1 50% 
3.1.3.1 3 3 100% 
3.1.4.1 24 8 33% 
3.1.4.2 23 7 30% 
3.1.4.3 32 8 25% 
3.1.5.1 115 135 117% 
3.1.5.2 166 85 51% 
3.1.5.3 11 9 82% 
3.1.5.4 24 6 25% 
3.1.5.5 54 20 37% 
3.1.7.1 66 57 86% 

 3012 802 27% 
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LAMPIRAN – LAMPIRAN 
 
 
Lampiran 1.  Daftar Stakeholder Yang Terlibat dan Peran Masing-Masing dalam Implementasi 

Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi tahun 2025 
 

Kegiatan/Sub Kegiatan Stakeholder Terlibat Peran 

1.1.1.1. Dokumen Tata Kelola 
Kehutanan KPH dan TAHURA 

• Tahura - Orang Kayo 
Hitam dan Tahura Bukit 
Sari 

• Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi 

• Kementrian Kehutanan 
• Perwakilan 

kelompok/Pemerintahan 
Desa terkait, yang 
berhubungan dengan 
kegiatan inventarisasi 
hutan 

• Tahura Raden Soearjo 

Dalam penyusunan dokumen 
tata kelola kehutanan ini, 
Tahura - Orang Kayo Hitam 
dan Tahura Bukit Sari sebagai 
pelaksana kegiatan dalam 
proses penyusunan dokumen, 
Dinas Kehutanan dan 
Kementrian kehutanan sebagai 
bagaian dari yang memberikan 
arahan dan penilaian, 
sedangkan 
kelompok/pemerintahan desa 
terkait yang berhubungan 
dengan kegiatan dengan 
inventarisasi hutan berpedan 
dalam Koordinasi tingkat tapak, 
sedangkan Tahura Raden 
Soearjo, berperan sebagai 
stakeholder yang memberikan 
informasi/berbagi pengalama 
terkait pengelolaan Tahura. 
 

1.1.1.2. Penyusunan revisi RPHJP 
KPH tahun 2020-2029 UPTD Wilayah 
Tanjab Timur 

• KPH Tanjung Jabung 
Timur 

• Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi - BPHL 
Wilayah IV Jambi 

• Direktorat Jenderal 
PHPL Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 

 

KPH Tanjung Jabung Timur 
sebagai pelaksana revisi 
RPHJP, sedangkan koordinasi 
penentuan wilayah kelola, dan 
penyusunan peta tata hutan 
tematik dilakukan bersama 
Dinas Kehutanan Privinsi Jambi 
dan Kementrian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. 

1.1.1.3. Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan 
Hutan UPTD Wilayah Kerinci 

• KPH Kerinci 
• Kementerian 

Kehutanan,  
• Perwakilan 

kelompok/Pemerintahan 
Desa terkait, yang 
berhubungan dengan 
kegiatan inventarisasi 
hutan 
 

KPH Kerinci sebagai pelaksana 
kegiatan/penyelanggara bimtek 
inventarisasi hutan dan 
pelaksana pengumpulan data 
potensi sumber daya hutan, 
sedangkan 
kelompok/pemerintahan desa 
terkait yang berhubungan 
dengan kegiatan inventarisasi 
hutan berperan dalam 
koordinasi tingkat tapak 
 

1.1.2.1. Patroli Pencegahan Karhutla 
UPTD KPHP Muaro Jambi 

• KPH Muaro Jambi 
• Masyarakat Peduli Api 

(MPA)  
• Pemerintahan Desa 

yang berkaitan dengan 
lokasi patroli 
 

KPH Muaro Jambi sebagai 
pelaksana dalam kegiatan 
patroli pencegahan karhutla 
rutin, dan MPA sebagai 
penerima manfaat dari paket 
peralatan pemadalam 
kebakaran, sedangkan 
Pemerintahan Desa yang 
berkaitan dengan lokasi patroli 
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Kegiatan/Sub Kegiatan Stakeholder Terlibat Peran 

berperan dalam koordinasi 
tingkat tapak serta terlibatan 
dalam penyuluhan non formal 
dalam kegiatan patroli. 
 

1.1.2.2. Patroli pengamanan tutupan 
hutan alam tersisa UPTD KPHP 
Muaro Jambi 

• KPH Muaro Jambi 
• Pemerintahan Desa 

yang berkaitan dengan 
lokasi patrol/pengamana 
hutan  

 

KPH Muaro Jambi sebagai 
pelaksana dalam patroli  
pengamanan hutan, sedangkan 
Pemerintahan Desa yang 
berkaitan dengan lokasi patroli 
berperan dalam koordinasi 
tingkat tapak serta terlibatan 
dalam penyuluhan non formal 
dalam kegiatan patroli. 
 

1.1.2.3. Patroli pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan Wilayah 
UPTD KPH Tanjab Timur 

• KPH Tanjung Jabung 
Timur 

• PPIKHL Sumatera 
• KLHK 
• Kelompok MPA 
• Pemerintahan Desa 
 

KPH Tanjung Jabung Timur 
sebagai pelaksana kegiatan 
patroli yang didukung dengan 
proses koordinasi singkronisasi 
bersama Balai Pengendalian 
Perubahan Iklim dan 
Kebakaran Hutan dan Lahan, 
dan pengelola peningkatan 
kapasitas MPA. Selian itu 
Pemerintahan Desa yang 
berkaitan dengan lokasi patroli 
berperan dalam koordinasi 
tingkat tapak serta terlibatan 
dalam penyuluhan non formal 
dalam kegiatan patroli. 
 

1.1.2.4. Patroli pengamanan hutan 
Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur 

• KPH Tanjung Jabung 
Timur 

• Pemerintahan Desa dan 
Kecematan 

 

KPH Tanjung Jabung Timur 
sebagai pelaksana kegiatan 
patroli yang didukung dengan 
proses sosialisasi/penyuluhan 
kepada beberapa perwakilan 
pemerintahan desa dan 
kecamatan. 
 

1.1.2.5. Pencegahan dan Pembatasan 
Kerusakan Kawasan Hutan Wilayah 
KPH Sarolangun Hulu 116.000 H 

• KPH Sarolangun 
• Dinas Kehutanan 

Provinsi Jambi 
• Pemerintahan 

Desa/BPD dan 
Kecamatan 

 
 

KPH Sarolangun sebagai 
pelaksana kegiatan patroli 
pengamanan kawasan, 
didukung dengan proses 
sosialisasi pencegahan 
kerusakan hutan bersama 
Pemerintahan Desa/BPD dan 
Kecamatan, dan koodinasi 
dilakukan bersama Dinas 
Kehuatan Provinsi Jambi. 
 

1.1.2.6. Patroli pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan Wilayah 
UPTD KPH Sarolangun Hulu 

• KPH Sarolangun 
• Kelompok MPA 
• Dinas Kehutanan 

Provinsi Jambi 
 
 

KPH Sarolangun sebagai 
pelaksana kegiatan patroli 
pencegahan karhutla, kelompok 
MPA dilibatkan dalam 
peninhgkatan kapasitas, dan 
koordinasi pencegahan dan 
penanggulangan karhutla 
bersama Dinas Kehutanan. 
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1.1.2.7. PERLINDUNGAN, 
PENGAMANAN DAN 
PENGENDALIAN KEBAKARAN 
HUTAN Wilayah TAHURA 

• Tahura 
• Polhut Dishut, 

Pemerintahan Kelurahan 
• Pemerintahan Desa 

yang berkaitan dengan 
lokasi 
patroli/pengamana 
hutan 

• Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) 

 

Tahura sebagai pelaksana 
kegiatan, didukung dengan 
Polhut Dishut, Pemerintahan 
Kelurahan untuk patrol 
gabungan. Pemerintahan Desa 
yang berkaitan dengan lokasi 
patroli berperan dalam 
koordinasi tingkat tapak serta 
terlibat dalam penyuluhan non 
formal dalam kegiatan 
patroli.dan Kementrian sebagai 
bagain dari Koordinasi dan 
konsultasi terkait pelaksanaan 
kegiatan. 
 

1.1.2.8. Patroli pengendalian 
kebakaran hutan dan lahan Wilayah 
UPTD KPH Tebo Barat 

• KPH Tebo Barat 
• Kelompok MPA 
• Dinas Kehutanan 

Provinsi Jambi 

KPH Tebo Barat sebagai 
pelaksana kegiatan patrol 
karhutla dan pengaman 
Kawasan, kelompok MPA 
terlibat dalam peningkatan 
kapasitas, sedangkan Dinas 
Kehutanan Provinsi Jambi 
menjadi pusat koordinasi dan 
konsultasi kegiatan yang 
dilakukan. 
 

1.1.2.9. Patroli pengamanan hutan 
Wilayah Tebo Barat 

1.1.2.10. Peningkatan fasilitasi 
pengendalian kebakaran hutan dan 
lahan Wilayah Tebo Timur 

• KPH Tebo Timur 
• Kelompok MPA 
• Dinas Kehutanan 

Provinsi Jambi 

KPH Tebo Timur sebagai 
pelaksana kegiatan, sedangkan 
kelompok MPA menjadi 
penerima manfaat dari 
peningkatan kapasitas dan 
fasilitasi alat penanganan 
karhutla, dan Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi menjadi pusat 
koordinasi dan konsultasi 
kegiatan yang dilakukan. 
 

1.1.2.11. Fasilitasi pendukung 
kegiatan pengamanan hutan wilayah 
Tebo Timur 

1.1.2.12. KOORDINASI, 
SINKRONISASI, DAN 
PELAKSANAAN 
PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN 
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN 
Wilayah UPTD Kerinci 
 

• KPH Kerinci 
• Kelompok MPA 
• Dinas Kehutanan 

Provinsi Jambi 
• Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 
• Pemerintahan Desa 

yang berkaitan dengan 
lokasi 
patroli/pengamana 
hutan dan karhutla 
 

KPH Kerinci sebagai pelaksana 
kegiatan, sedangkan Dinas 
Kehutanan dan Kementrian 
menjadi bagian dari proses 
koodinasi dan konsultasi 
kegiatan yang telah dilakukan, 
kelompok MPA terlibat dalam 
proses peningkatan kapasitas 
MPA dan fasilitasi bantuan alat 
ekonomi bagi MPA, sedangkan 
pemerintahan desa terlibat 
dalam penyuluhan non formal 
dalam kegiatan patroli. 
 

1.1.2.13. PENCEGAHAN DAN 
PEMBATASAN KERUSAKAN 
KAWASAN HUTAN Wilayah KPH 
Kerinci 

1.1.2.14. Pencegahan Pengamanan, 
Patroli Kebakaran Hutan dan Lahan, 
Penanganan Konflik Tenurial Wilayah 
KPH Batanghari 

• KPH Batang Hari 
• Kelompok MPA 
• Dinas Kehutanan 

Provinsi Jambi 
• Kementrian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 
• Pemerintahan Desa 

yang berkaitan dengan 
lokasi 

KPH Batang Hari sebagai 
pelaksana kegiatan, seperti 
patroli, fasilitator media konflik 
tenurial, sedangkan MPA 
terlibat dalam proses 
peningkatan kapasitas 
kelompok Masyarakat, dan 
Dinas Kehutanan Provinsi 
Jambi dan Kementrian 
Lingkungan Hidup dan 
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Kegiatan/Sub Kegiatan Stakeholder Terlibat Peran 

patroli/pengamana 
hutan dan karhutla, 
serta konflik 

 
 

Kehutanan (Gakkum) menjadi 
bagian dari proses Koordinasi 
dan konsultasi kegiatan yang 
telah dilakukan, sedangkan 
pemerintahan desa terlibat 
dalam penyuluhan non formal 
dalam kegiatan patroli dan 
penangan konflik tenurial. 
 

1.1.3.1. Pencegahan dan 
Pengendalian Kebakaran Hutan dan 
Lahan (Dishut) 

• Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi 

• KPH terkait 
• Pemerintahan Desa 

terkait 
• Polda, BNPB,  
• Kelompok Masyarakat 

 

Dinas Kehutanan sebagai 
pelaksana kegiatan patroli 
bersama beberapa KPH terkait 
yang menjadi wilayah/target 
patroli. Sedangkan Polda dan 
BNPB terlibat dalam proses 
pemadaman api yang dilakukan 
bersama kelompok Masyarakat. 
Sedangkan pemerintahan desa 
terlibat dalam penyuluhan non 
formal dalam kegiatan patroli. 
 

1.1.4.1. Pencegahan dan 
Pengamanan Hutan (Dishut) 

• Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi 

• KPH terkait 
• Polda Jambi 
• Pemerintahan Desa 

terkait 
• Kejaksanaan Negeri 

Tanjung Jabung Timur 
 

Dinas Kehutanan sebagai 
pelaksana kegiatan patroli 
pengaman Kawasan hutan dan 
melibatkan KPH beberapa KPH 
terkait yang menjadi 
wilayah/target patroli. 
Sedangkan Polda Jambi dan 
Kejaksanaan Negeri Tanjung 
Jabung Timur terlibat dalam 
proses operasi penegakan 
hukum, dan koordinator 
penyerahan tersangka 
kejahatan kehutanan. 
 

1.1.5.1. Perbaikan dan Peningkatan 
Kualitas Data Penutupan Lahan 
Provinsi Jambi (Bappeda) 

• Bappeda Provinsi Jambi 
• KLHK - Direktorat 

IPSDH dan Direktorat 
IGRK 

• KPH – Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi 

Bappeda sebagai pelaksana 
kegiatan yang melibatkan KPH 
– Dinas Kehutanan Provinsi 
Jambi dalam perbaikan data 
tutupan lahan, dan melibatkan 
Direktorat IPSDH dan 
Direktorat IGRK sebagai bagain 
dari proses koordinasi dan 
konsultasi perbaikan data 
tutupan lahan. 
 

1.2.1.1. Rehabilitasi Lahan Gambut 
Areal Terbakar Wilayah UPTD KPHP 
Muaro Jambi 25 HA 
 

• KPH Muaro Jambi 
• Kelompok Masyarakat 

(HKm Koperasi Karisma 
Tani) 

KPH Muaro Jambi dan 
Kelompok Masyarakat (HKm 
Koperasi Karisma Tani) 
sebagai pelaksana swakelola 
rehabilitasi lahan gambut 
seluas 25 ha dan penyusun 
rancangan teknis (rantek) 
penanaman 
 

1.2.1.2. REVEGETASI 
PEMELIHARAAN AREAL GAMBUT 
BEKAS TERBAKAR PADA BLOK 
REHABILITASI 25 HA Wilayah 
TAHURA 

• Tahura 
• Kelompok masyarakat 

(Kelompok Tani Gambut 
Jaya Bersama) 

 

Tahura dan Kelompok Tani 
Gambut Jaya Bersama sebagai 
pelaksana rehabilitasi lahan 
gambut seluas 25 ha dan 
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penyusun rancangan teknis 
(rantek) penanaman. 
 

1.2.1.3. Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur 20 
Ha 

• KPH Tanjung Jabung 
Timur 

• Kelompok Masyarakat 
(Parit Culum I, Teluk 
Dawan, Desa Alang-
Alang, dan Muara Sabak 
Ulu) 

KPH Tanjung Jabung Timur 
dan Kelompok Masyarakat 
sebagai pelaksana rehabilitasi 
lahan gambut seluas 20 ha dan 
penyusun rancangan teknis 
(rantek) penanaman. 
 

1.2.2.1. KEGIATAN PELAKSANAAN 
REHABILITASI DALAM KAWASAN 
HUTAN NEGARA Wilayah UPTD KPH 
Batanghari 30 Ha 

• KPH Batang Hari 
• KUPS Bersama Sepakat 

Sejahtra 
• Balai KPHP Yogyakarta 
 

KPH Batang Hari dan KUPS 
Bersama Sepakat Sejahtra 
sebagai pelaksana rehabilitasi 
lahan mineral, Balai KPHP 
Yogyakarta sebagai bagian dari 
informan dari proses studi 
banding. 
 

1.2.2.2. Penanaman Lahan Kritis 
Wilayah UPTD KPH Sarolangun Hulu 
10 Ha 

• KPH Sarolangun 
• Kelompok Tani Hutan 

(KTH) Batu Tanggo 

KPH Sarolangun dan Kelompok 
Tani Hutan (KTH) Batu Tanggo 
sebagai pelaksana rehabilitasi 
lahan mineral dan penyusun 
rancangan teknis (rantek) 
penanaman. 
 

1.2.2.3. Penanaman Lahan Kritis 
Wilayah UPTD KPH Tebo Barat (30 
Ha) 

• KPH Tebo Barat 
• kelompok Hutan 

Kemasyarakatan (HKM) 
– KTH Sungai Duo 

KPH Tebo Barat dan KTH 
Sungai Duo sebagai pelaksana 
rehabilitasi lahan mineral dan 
penyusun rancangan teknis 
(rantek) penanaman. 
 

1.2.2.4. Penanaman Lahan Kritis 
Wilayah UPTD KPH Tebo Timur (50 
Ha) 

• KPH Tebo Timur 
• Gapoktanhut Muara Kilis 

Bersatu bersama KUPS 
Sungai Siput 

KPH Tebo Timur dan 
Gapoktanhut Muara Kilis 
Bersatu bersama KUPS Sungai 
Siput sebagai pelaksana 
rehabilitasi lahan mineral dan 
penyusun rancangan teknis 
(rantek) penanaman. 
 

1.2.2.5. Peningkatan tutupan lahan 
kritis Wilayah UPTD KPH Kerinci (100 
Ha) 

• KPH Kerinci 
• Kelompok Kerja (Pokja) 

Masyarakat 

KPH Kerinci dan Kelompok 
Kerja (Pokja) Masyarakat 
sebagi 
pelaksana/penyelenggara 
sekolah lapang agroforestry, 
dan sebagai pelaksana 
pembuatan demplot, dan 
rehabilitasi di lokasi perhutanan 
sosial. 
 

1.2.2.6. Pembuatan Persemaian Bibit 
untuk RHL (Dishut) 

Dinas Kehutanan Provinsi 
Jambi 

Sebagai pelaksana kegiatan 

1.2.3.1. Penguatan Kapasitas MPA di 
Wilayah UPTD KPHP Muaro Jambi 

KPH Muaro Jambi Sebagai pelaksana kegiatan 

1.2.4.1. Perlindungan dan Keamanan 
Hutan TAHURA 
 

• Tahura 
• Kementrian Kehutanan 
• Pemerintahan Desa 

yang berkaitan dengan 
lokasi 
patroli/pengamana hutan  

Tahura sebagai pelaksana 
kegiatan perlindungan dan 
keamanan hutan (patrol), 
melibatkan pemerintahan desa 
terlibat dalam penyuluhan non 
formal dalam kegiatan patroli. 
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 Dan koordinasi kegiatan 
dilakukan bersama Kementrian 
Kehutanan. 
 

1.2.5.1. Pelatihan dan Bantuan alat 
produksi untuk KTH Wilayah UPTD 
Muaro Jambi 

• KPH Muaro Jambi 
• Kelompok Tani Hutan 

(KTH)/KPUS (KTH Madu 
Sejahtera, KTH Maju 
Bersama) 

• Direktorat Konservasi 
Kawasan, Ditjen KSDAE 
Kementerian Kehutanan 
 

KPH Muaro Jambi sebagai 
pelaksana kegiatan, yang akan 
melibatkan Kelompok Tani 
Hutan (KTH)/KPUS 
dalam/untuk pemberian 
bantuan alat pembuatan 
kompos, dan KTH lainya untuk 
pemberian alat ekonomi 
produktif.  

1.2.5.2. PELATIHAN PENGUATAN 
KELEMBAGAAN DAN USAHA 
KELOMPOK TANI HUTAN Wilayah 
UPTD KPH Batanghari 

• KPH Batang Hari 
• Kelompok Masyarakat 

(Koperasi HTR Alam 
Sumber Sejahtera, 
KUPS Bersama Sepakat 
Sejahtera, Koperasi 
Hijau Tumbuh Lestari, 
KTH Berkah Jaya dan 
KTH Bungin Mandiri, 
HKm KTH Pematang 
Indah) 

KPH Batang Hari dan 
Kelompok masyarakat sebagai 
pelaksana/fasilitasi, 
pembinaan/peningkatan 
kapasitas kelembgaan dan 
usaha kelompok tani hutan. 

1.2.5.3. Fasilitasi Peningkatan KUPS 
Wilayah UPTD KPH Tanjab Timur 

• KPH Tanjung Jabung 
Timur 

• Kelompok Tani Hutan 
(KTH)  (KTH Maju 
Bersama, KTH Makarti 
Mulyo, KTH Gemah 
Ripah Loh Jinawi, KTH 
Karya Baru, KTH Sugi 
Mukti) 

KPH Tanjung Jabung Timur 
dan Kelompok Tani sebagai 
pelaksana/penyelenggara dan 
terlibat dalam 
bimtek/peningkatan kapasitas 
kelompok, terlibat dalam 
penyusunan RKPS. 
 
 
 

1.2.5.4. Penyiapan dan 
Pengembangan Perhutanan Sosial 
Wilayah UPTD Sarolangun Hulu (500 
ha) 

• KPH Sarolangun 
• Kelompok masyarakat 

Desa Datuk Nan Duo 
• Kelompok masyarakt 

lainnya (KMPA Desa 
Meribung, KTH Puding 
Emas, KTH Harapan 
Jaya, KTH Temulun 
Betuah, KMPA Desa 
Muara Cuban, KMPA 
Desa Napal Melintang, 
KUPS Madu Sati) 

 

KPH Sarolangun sebagai 
pelaksana kegiatan dan 
memfasilitasi masyarakat Desa 
Datuk Nan Duo untuk usulan 
perhutanan sosial, dan KMPA 
mendapatkan manfaat/fasilitas 
paket bantuan peralatan 
ekonomi produktif. 

1.2.5.5. Penguatan Kelembagaan dan 
Usaha Kelompok Tani Hutan Wilayah 
UPTD Sarolangun Hulu 

• KPH Sarolangun 
• KTH Puding Emas 

Bemban, KTH Harapan 
Jaya, KTH Temulun 
Betuah (Bantuan alat 
ekonomi produktif), KTH 
di Desa Tambak Ratu 
dan Desa Sungai 
Bemban (penguatan 
kelembagaan dan 
usaha) 

KPH Sarolangun sebagai 
pelaksana dalam peningkatan 
kapasitas pengelolaan hutan 
lestari (PHL) wilayah UPTD 
KPH Sarolangun Hulu yang 
melibatkan kelompok tani hutan 
untuk bantuan alat ekonomi 
produktif dan penguatan 
kelembagaan dan usaha 
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1.2.5.6. Penguatan Kelembgaan dan 
Usaha KTH Wilayah KPH Tebo Timur 

KPH Tebo Timur 
 
 

Sebagai pelaksana kegiatan 

1.2.5.7 PENYIAPAN DAN 
PENGEMBANGAN PERHUTANAN 
SOSIAL Wilayah UPTD Kerinci 

• KPH Kerinci 
• KUPS Arrahman, KUPS 

Bukit Lonceng, KUPS 
Rukun Jaya, KUPS Putri 
Gelampeh, KUPS Rukun 
Jaya, KUPS Putri 
Gelampeh 

• Kementerian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK)  

• Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi 

KPH Kerinci sebagai pelaksana 
kegiatan dengan melibatkan 
kelompok Masyarakat/ 
kelompok usaha perhutanan 
sosial untuk 
pelatihan/penguatan 
kelembagaan dan pengelolaan 
dan pengembangan usaha, 
sedangkan Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi dan 
Kementerian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan (KLHK) (Balai 
Perhutanan Sosial dan 
Kemitraan Lingkungan 
(BPSKL)) menjadi bagian dari 
proses koordinasi dan 
konsultasi yang dilakukan 
terkiat pelaksanaan kegiatan 
ditingkat tapak. 
 

1.2.5.8 Perhutanan Sosial (Dishut) • Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi 

• Masyarakat hukum adat 
dari Kabupaten 
Sarolangun, Bungo, 
Kerinci, dan Merangin 

• Ditjen PHL Kementerian 
Kehutanan 

• Kelompok Perhutanan 
Sosial 

• PBPH 
 

 

Dinas Kehutanan Provinsi 
Jambi sebagai pelaksana 
dalam kegiatan penguatan 
perhutanan sosial, dengan 
melibatkan perwakilan 
Masyarakat hukum adat dari 
Kabupaten Sarolangun, Bungo, 
Kerinci, dan Merangin, untuk 
kegiatan bimtek) pengelolaan 
Hutan Adat. Selian itu 
Kelompok PS dilibatkan dalam 
proses kegiatan pembentukan 
Ganis HHBK, selain itu PBPH 
dilibtakan dalam kegiatan 
sosialisasi sertifikasi PHPL bagi 
pemegang izin PBPH. 
 

1.2.6.1. FGD NCB (Dinas LH) • Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi 

• Kementrian Lingkungan 
Hidup 

Dinas Lingkungan Hidup 
sebagai pelaksana kegiatan 
dalam penyusunan dokumen 
NCB yang melibatkan 
Kementrian Lingkungan Hidup 
menjadi bagian koordinasi dan 
konsultasi. 
 

1.2.7.1. Pengelolaan Daerah 
Penyangga di Kawasan Bernilai 
Ekosistem Penting Kewenangan 
Daerah Provinsi (Dishut) 

• Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi 

• BKSDA Jambi 
• Masyarakat peduli KEE 
 

Dinas Kehutanan sebagai 
pelaksanana kegiatan 
pengelolaan KEE, yang 
melibatkan BKSDA Jambi 
sebagai bagian dari 
narasumber, dan melibatkan 
kelompok masyarat pedulu 
KEE dibeberapa lokasi untuk 
pelatihan dan sosialisasi. 
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2.1.1.1. BINTEK DAN PELATIHAN 
DESA PROKLIM (21 DESA) (Dinas 
LH) 

• Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi 

• Perwakilan 
Pemerintahan 
Desa/Kelompok Iklim 
terkait 

 

Sebagai pelaksana kegiatan 

2.1.2.1. PEMBINAAN DESA 
PROKLIM (30 DESA) (Dinas LH) 

• Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi 

• Perwakilan 
Pemerintahan 
Desa/Kelompok Iklim 
terkait (32 Desa) 

• Kelompok iklim 
(Sekolah, SMAN 8, 
SMAN 5, dan SMPN 6 
Merangin) 

 

Dinas Lingkungan Hidup Provisi 
Jambi sebagai pelaksana 
dalam kegiatan pembinaan 
proklim untuk 32 desa, yang 
melibatkan perwakilan 
Pemerintahan Desa/Kelompok 
Iklim, selian itu kelompok iklim 
(sekolah) terlibat dalam 
verifikasi dan penilaian sekolah 
Adiwiyata Mandiri dan 
Nasional. 
 

2.1.3.1. WORKSHOP PENYUSUNAN 
PETA JALAN PROKLIM (Dinas LH) 

• Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi 

• Direktorat Jenderal 
Pengendalian 
Perubahan Iklim dan 
Tata Kelola Nilai 
Ekonomi Karbon KLH 

• Balai PPI Wilayah 
Sumatera 

• PT WKS 

Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi pelaksana 
dalam kegiatan workshop yang 
melibatkan Direktorat Jenderal 
Pengendalian Perubahan Iklim 
dan Tata Kelola Nilai Ekonomi 
Karbon KLH, Balai PPI Wilayah 
Sumatera, PT WKS sebagai 
narasumber dalam kegiatan 
tersebut. 
 

2.1.4.1. BINTEK VERIFIKATOR 
PROKLIM (Dinas LH) 

• Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi 

• Sekolah Ilmu 
Lingkungan Universitas 
Indonesia (PPSML SIL 
UI 

 

Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi sebagai peserta 
dalam kegiatan diklat Amdal 
Dasar yang diselenggarakan 
oleh PPSML SIL UI. 

3.1.1.1. Penyusunan Dokumen 
Rencana Aksi REDD+ (Bappeda) 

• Bappeda Provinsi Jambi 
• Direktorat Mitigasi 

Perubahan Iklim 
Kementerian 
Lingkungan Hidup 
 

Bappeda Provinsi sebagai 
pelaksana dalam kegiatan 
penyusunan dokumen ini, 
dengan melibatkan Kementrian 
Lingkungan Hidup sebagai 
bagian dari koordinasi dan 
supervisi. 
 

3.1.2.1. Penyusunan Benefit Sharing 
Plan (Bappeda) 

• Bappeda Provinsi Jambi 
• unit pengelola hutan 

(KPH Muaro Jambi, 
UPTD Tahura, KPH 
Batanghari, KPH 
Tanjung Jabung Timur, 
KPH Tebo Barat, KPH 
Tebo Timur, KPH 
Sarolangun, KPH 
Kerinci) 
 

Bappeda Provinsi Jambi 
sebagai pelaksanan kegiatan 
dalam proses penyusunan 
dokumen BSP, dengan 
melibatkan beberapa unit 
pengelola hutan dengan 
membahas rancangan 
mekanisme pembagian 
manfaat yang adil dan 
transparan bagi para pemangku 
kepentingan. 

3.1.3.1. Register aksi dalam SRN PPI 
(Bappeda) 

• Bappeda Provinsi Jambi 
• Direktorat Inventarisasi 

Gas Rumah Kaca 

Bappeda Provinsi Jambi 
berperan sebagai pelaksana 
kegiatan registrasi aksi dalam 
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(IGRK) Kementerian 
Lingkungan Hidup 

 

SRN PPI Provinsi Jambi, 
dengan melaksanakan 
koordinasi dan sinkronisasi 
terkait registrasi aksi perubahan 
iklim di Provinsi Jambi melalui 
aplikasi SRN PPI yang dikelola 
oleh Direktorat Inventarisasi 
Gas Rumah Kaca (IGRK), 
Kementerian Lingkungan 
Hidup. 
 

3.1.4.1. FGD Penyusunan DOKUMEN 
SAFEGUARD (Dinas LH) 

• Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi 

• Bappeda dan Dinas 
Kehutanan Provinsi 
Jambi 

Dinas Lingkungan Hidup 
sebagai pelakasana kegiatan 
dangan melibatkan stakeholder 
lain yaitu Bappeda dan Dinas 
Kehutanan sebagai bagian 
peserta FGD. 
 

3.1.4.2. BINTEK ASISTENSI 
DOKUMEN SAFEGUARD (Dinas LH) 

• Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi 

• Bappeda dan Dinas 
Kehutanan Provinsi 
Jambi 

 

Dinas Lingkungan Hidup 
sebagai pelaksana 
kegiatan/menfasilitasi kegaitan 
bimtek dengan melibatkan 
Bappeda dan Dinas Kehutanan 
sebagai bagian peserta bimtek. 
 

3.1.4.3. Pengisian Sistem Informasi 
Safeguards (SIS REDD+) (Dinas LH) 

Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi 
 

Sebagai pelaksana kegiatan 

3.1.4.4. FPIC (Dinas LH) • Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi 

• Perwakilan Desa (20 
desa) 
 

Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi sebagai 
pelaksana kegiatan yang 
melibatkan 20 desa dalam 
Persetujuan Atas Dasar 
Informasi di Awal Tanpa 
Paksaan (Padiatapa) dalam 
rangka pelaksanaan program 
Green Climate Fund (GCF). 
 

3.1.5.1. PENYUSUNAN KLHS 
RPJMD Provinsi Jambi (Dinas LH) 

• Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi 

• Pemerintah Kab/Kota 
terkait 

• Tenaga Ahli 

Dinas Lingkungan Hidup dan 
tenaga ahli sebagai tim 
penyusun dokumen KLHS 
RPJMD, penyelenggara 
konsultasi publik, dan 
melibatkan Pemerintah 
Kab/Kota terkait dalam ground 
check data daya dukung 
lingkungan/ melalui 
inventarisasi dan pembaruan 
Surat Keputusan (SK) D3TLH 
di beberapa kabupaten/kota. 
 

3.1.5.2. Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi Lintas Sektor (Bappeda) 

• Bappeda Provinsi Jambi
  

• Perwakilan masyarakat 
adat 

 

Bappeda sebagai pelaksana 
kegiatan untuk  oordinator 
penguatan kelembagaan lintas 
sektor, dan tim sinkronisasi 
kebijakan NDC daerah dengan 
nasional. 
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3.1.5.3. Monitoring dan Evaluasi 
Capaian Output dan Outcome GCF 
(Bappeda) 

• Bappeda Provinsi Jambi 
• KPH terkait 
 
 

Bappeda Provinsi Jambi 
sebagai pelaksana kegiatan 
monev 

3.1.5.4. KEGIATAN MONEV 
SAFEGUARD GCF (Dinas LH) 

• Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi 

• KPH terkait 
 

Dinas Lingkungan Hidup 
Provinsi Jambi sebagai 
pelaksana monev safeguard 

3.1.5.5. Penguatan Kelembagaan dan 
Koordinasi terkait Folu Net Sink 
(Dishut) 
 

• Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi 

• KPH terkait 

Dinas Kehutanan Provinsi 
Jambi sebagai pelaksana 
kegiatan 

3.1.6.1. Operasional Lembaga 
Perantara (LEMTARA) 
 

Yayasan Penabulu Sebagai 
pelaksana/adminsitratur untuk 
proyek GCF Output 2 Provinsi 
Jambi 
 

3.1.7.1. Dukungan Kebijakan NDC di 
Tingkat Subnas (Bappeda) 

• Bappeda Provinsi Jambi 
• KPH terkait 

Bappeda Provinsi Jambi 
sebagai pelaksana kegiatan 
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Lampiran 2. Daftar Publikasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Jambi 
 
Provinsi Kategori 

Berita 
Media Tema Tanggal 

Publikasi 
Link 

Jambi Artikel Online Kick Off Implementasi RBP Jambi 25 November 
2024 

https://sumateradaily.com/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi-
berkomitmen-mengimplementasikan-konsep-redd/ 

Jambi Artikel Online Kick Off Implementasi RBP Jambi 25 November 
2024 

https://www.postnewstv.co.id/2024/11/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-
jambi.html 

Jambi Artikel Online Pemprov Jambi komitmen implementasikan 
konsep REDD+ 

26 November 
2024 

https://www.antaranews.com/berita/4494049/pemprov-jambi-komitmen-
implementasikan-konsep-redd- 

Jambi Artikel Online Jambi Perkuat Komitmen Ekonomi Hijau 
Melalui Kick-Off Meeting RBP REDD+ 

25 November 
2024 

https://jambilink.id/post/2323/jambi-perkuat-komitmen-ekonomi-hijau-
melalui-kick-meeting-rbp-redd 

Jambi Artikel Online Pemkot Jambi Dukung Pertumbuhan 
Ekonomi Hijau 

25 November 
2024 

https://jambi.antaranews.com/berita/596661/pemkot-jambi-dukung-
pertumbuhan-ekonomi-hijau 

Jambi Artikel Online Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau, Pj 
Wali Kota Jambi Hadiri Kick-Off Meeting 
RBP REDD+ GCF 

26 November 
2024 

https://sekatojambi.com/dorong-pertumbuhan-ekonomi-hijau-pj-wali-kota-
jambi-hadiri-kick-off-meeting-rbp-redd-gcf/ 

Jambi Artikel Online Sekda Jambi Buka Meeting Result Based 
Payment (RBP) Green Climate Fund di Kota 
Jambi 

26 November 
2024 

https://jambitv.disway.id/kota-jambi/read/8935/sekda-jambi-buka-meeting-
result-based-payment-rbp-green-climate-fund-di-kota-jambi 

Jambi Artikel Online Bappeda Sosialisasikan Tahap RBP: 
Pemprov Jambi Komitmen Implementasikan 
REDD+ 

8 Oktober 
2024 

https://aksesjambi.com/akses/08/10/2024/bappeda-sosialisasikan-tahap-
rbp-pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-redd/ 

Jambi Video Online KICK OFF MEETING RBP REDD+ GCF 
OUTPUT 2 PROVINSI JAMBI || DIBUKA 
RESMI SEKDA PROVINSI JAMBI 
SUDIRMAN 

25 November 
2024 

KICK OFF MEETING RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINSI JAMBI || 
DIBUKA RESMI SEKDA PROVINSI JAMBI SUDIRMAN 

Jambi Artikel Online Bappeda Provinsi Jambi Gelar Sosialisasi 
Tahap RBP 

9 Oktober 
2024 

https://bitnews.id/berita/daerah/bappeda-provinsi-jambi-gelar-sosialisasi-
tahap-rbp/ 

Jambi Video Online Koordinasi Pendampingan Persiapan 
Pelaksanaan Kegiatan Program RBP 
REDD+ GCF Output 2 di wilayah kerja 
UPTD KPHP Kerinci Unit 

13 Desember 
2024 

https://www.instagram.com/reel/DDhS89aSOnY/ 

Jambi Video Online Kegiatan Pembahasan Hasil Monitoring Dan 
Evaluasi Program RBP REDD+ GCF Output 
2 Provinsi Jambi Semester 1 

22 Mei 2025 https://www.instagram.com/reel/DJ8WRYZN0Rl/ 

 

https://sumateradaily.com/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi-berkomitmen-mengimplementasikan-konsep-redd/
https://sumateradaily.com/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi-berkomitmen-mengimplementasikan-konsep-redd/
https://www.postnewstv.co.id/2024/11/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi.html
https://www.postnewstv.co.id/2024/11/wujudkan-ekonomi-hijau-pemprov-jambi.html
https://www.antaranews.com/berita/4494049/pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-konsep-redd-
https://www.antaranews.com/berita/4494049/pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-konsep-redd-
https://jambilink.id/post/2323/jambi-perkuat-komitmen-ekonomi-hijau-melalui-kick-meeting-rbp-redd
https://jambilink.id/post/2323/jambi-perkuat-komitmen-ekonomi-hijau-melalui-kick-meeting-rbp-redd
https://jambi.antaranews.com/berita/596661/pemkot-jambi-dukung-pertumbuhan-ekonomi-hijau
https://jambi.antaranews.com/berita/596661/pemkot-jambi-dukung-pertumbuhan-ekonomi-hijau
https://sekatojambi.com/dorong-pertumbuhan-ekonomi-hijau-pj-wali-kota-jambi-hadiri-kick-off-meeting-rbp-redd-gcf/
https://sekatojambi.com/dorong-pertumbuhan-ekonomi-hijau-pj-wali-kota-jambi-hadiri-kick-off-meeting-rbp-redd-gcf/
https://jambitv.disway.id/kota-jambi/read/8935/sekda-jambi-buka-meeting-result-based-payment-rbp-green-climate-fund-di-kota-jambi
https://jambitv.disway.id/kota-jambi/read/8935/sekda-jambi-buka-meeting-result-based-payment-rbp-green-climate-fund-di-kota-jambi
https://aksesjambi.com/akses/08/10/2024/bappeda-sosialisasikan-tahap-rbp-pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-redd/
https://aksesjambi.com/akses/08/10/2024/bappeda-sosialisasikan-tahap-rbp-pemprov-jambi-komitmen-implementasikan-redd/
https://www.youtube.com/watch?v=nw6inlpzub0
https://www.youtube.com/watch?v=nw6inlpzub0
https://bitnews.id/berita/daerah/bappeda-provinsi-jambi-gelar-sosialisasi-tahap-rbp/
https://bitnews.id/berita/daerah/bappeda-provinsi-jambi-gelar-sosialisasi-tahap-rbp/
https://www.instagram.com/reel/DDhS89aSOnY/
https://www.instagram.com/reel/DJ8WRYZN0Rl/
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